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ABSTRAK 
 
AHMAD ZAKY (B111 08 459), dengan judul “Perspektif Viktimologis 
Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah 
Tangga Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar (Studi Kasus Tahun 
2006-2011)”. Di bawah bimbingan Andi Sofyan selaku Pembimbing I dan 
Haeranah selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan 
korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu 
rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes Makassar serta upaya-upaya 
penanggulangannya. 
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) 
dan metode penelitian lapangan (Field research) dan dilaksanakan di 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan mengambil berkas 
dokumen untuk mengetahui jumlah kasus, data umur pelaku, tingkat 
pendidikan pelaku, dan lamanya korban bekerja pada majikan. Selain itu, 
penulis juga mewawancarai anggota Satuan Unit Perlindungan 
Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar, pengurus lembaga bantuan 
hukum yang membidangi masalah perlindungan perempuan di Kota 
Makassar, serta pembantu yang telah menjadi korban kekerasan fisik 
terhadap pembantu rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes 
Makassar. 
Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini, antara lain: (1) Peranan 
korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu 
rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes Makassar, antara lain karena 
ketidaktahuan atau ketidakterampilan, kecerobohan, mencuri barang 
(uang) majikan, ketidaksopanan, dan ketidakpatuhan. (2) Upaya 
penanggulangan kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah 
tangga di wilayah hukum Polrestabes Makassar, dititikberatkan pada 
upaya Pre-emtif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, dianugerahi oleh 
Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya 
kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk yang akan 
membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani 
kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani yang dimilikinya itu, maka 
manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau 
perbuatannya. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri sebagai makhluk 
sosial. Sepanjang sejarahnya, manusia akan senantiasa mengadakan 
interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya 
interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola perilaku 
manusia itu sendiri di dalam masyarakat. Pola perilaku tersebut tentunya 
ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-norma atau 
kaedah-kaedah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman 
pergaulan hidup. 
Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan yang terjadi 
di segala sendi kehidupan, secara tidak langsung memunculkan berbagai 
hal dalam kehidupan tersebut. Bukan hanya hal yang positif, tetapi juga 
diikuti oleh hal-hal yang negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran 
bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Dalam beberapa tahun 
2 
terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma 
yang berlaku semakin mengalamiu peningkatan. Hal ini tampak dari 
banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di berbagai media, 
baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran 
terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah 
satu kejadian dan fenomena sosial sering terjadi dalam masyarakat. 
Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya, dalam kehidupan 
sehari-hari dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa 
kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam kenyataannya, 
ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan 
merupakan masalah sosial yang sulit untuk dihilangkan selama manusia 
masih ada. 
Kejahatan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, dilakukan oleh 
siapapun serta ditujukan kepada siapapun. Oleh karena itu, berbagai cara 
telah diupayakan untuk menguranginya. Kejahatan yang semakin 
meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat tersebut, merupakan hal 
yang sangatlah perlu untuk diperhatikan sehingga mengundang 
Pemerintah (Negara) sebagai pelayan sekaligus pelindung masyarakat 
untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang 
melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di 
dalam suatu masyarakat. kejahatan tersebut oleh negara dijadikan 
sebagai perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan hukum, 
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sehingga pelakunya diancam dengan hukuman atau pidana. Hal tersebut 
sejalan dengan definisi hukum yang dikemukakan oleh Ahmad Ali sebagai 
berikut:1 
“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari 
masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui 
berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, 
serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai 
satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut 
dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi 
untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.” 
Suatu kejahatan merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dalam kejahatan, 
pelaku dan korban sama-sama berkedudukan sebagai partisipan, yang 
terlibat secara aktif dan pasif. Dengan kata lain, masing-masing 
memegang peranan penting dan menentukan.2 
Maka dari itu, sehubungan dengan hukum pidana yang berperan 
langsung dalam mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang maupun diharuskan beserta aturan pidananya, diperlukan pula 
kajian berdasarkan hubungan antara terjadinya suatu kejahatan tersebut 
dengan peranan korban dari kejahatan itu sendiri. 
Dalam rangka pelaksanaannya yang mantap, dibutuhkan adanya 
dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap korban 
kejahatan. Oleh karena itu, di samping ilmu kriminologi selaku pendukung 
                                                             
1 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Edisi kedua, PT Toko Gunung Agung tbk., Jakarta, 
Hal. 30-31. 
2 Rena Yulia, 2010, Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Edisi Pertama, Graha 
Ilmu, Yogyakarta, Hal. 74. 
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hukum pidana dalam hal penerapan, adalah mutlak untuk juga memahami 
dan mengembangkan viktimologi yang dapat memberikan pemikiran guna 
memahami masalah penimbulan korban kejahatan serta penanggulangan 
permasalahannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. 
Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, kota ini merupakan 
yang terbesar di Indonesia Timur dan merupakan kota terbesar keempat 
di Indonesia. Makassar memiliki luas areal 175,79 km2 dengan penduduk 
sebanyak kurang lebih 1.223.540 jiwa sehingga kota ini sudah dapat 
disebut sebagai kota Metropolitan.3 
Dewasa ini, kemajuan Kota Makassar tergolong pesat. Fasilitas 
umum dan sosial serta sarana dan prasarana umum juga terus 
bertambah. Sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia, Kota 
Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan 
industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan 
penumpang baik darat, laut maupun udara serta menjadi pusat pelayanan 
pendidikan dan kesehatan. Hal ini diikuti pula dengan meningkatnya 
penduduk dengan sangat drastis karena urbanisasi dan faktor-faktor 
lainnya. Peningkatan jumlah penduduk dan kondisi perekonomian 
tersebut, ternyata belum mampu mengurangi bertambahnya angka 
pengangguran di Kota Makassar. Akibatnya, sangat banyak orang yang 
harus mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 
                                                             
3 http://www/makassarkota.go.id. 
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Pencari kerja di Kota Makassar tercatat sebanyak 23.294 orang yang 
terdiri dari laki-laki 10.856 orang dan perempuan 12.438 orang dengan 
tingkat pendidikan sarjana yang menempati peringkat pertama yaitu 
sekitar 52,56 % dan selebihnya merupakan hanya tamatan SMA, SLTP, 
bahkan SD. Sebagian dari orang-orang tersebut yang tak mampu 
bersaing di dunia kerja, banyak yang menjadi pekerja tidak tetap, misalnya 
menjadi kuli bangunan, penarik becak, pengemis, pemulung, buruh tidak 
tetap, hingga pembantu rumah tangga.4 
Namun, dalam upaya mencari kerja guna memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Tak jarang dari 
mereka menjadi objek kejahatan kekerasan. khususnya pembantu rumah 
tangga yang seringkali mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh 
majikannya. 
Kejahatan kekerasan fisik oleh majikan terhadap pembantu rumah 
tangga ini digolongkan dalam tindak pidana atau kejahatan kekerasan 
dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana 
pendefinisiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : 
“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
                                                             
4 Ibid. 
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pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup rumah tangga”. Sedangkan lingkup rumah tangga yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) khususnya huruf c undang-undang 
tersebut, juga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut. Kemudian diperjelas lagi dalam 
ayat (2) bahwa : “Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf 
c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama 
berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”. 
Kekerasan majikan terhadap pembantu rumah tangga, banyak 
terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Kasus-kasus tersebut banyak 
yang bisa ditemukan di media cetak maupun media elektronik. Hal ini 
mendorong keingintahuan Penulis untuk mencari tahu lebih dalam 
mengenai penyebab maraknya kekerasan fisik terhadap pembantu rumah 
tangga, mengingat viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang melihat 
kejahatan dari sudut pandang korban, dimana korban tentu saja juga 
memiliki peranan dalam terjadinya kasus kekerasan fisik terhadap dirinya, 
serta bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi 
kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga tersebut. Maka, Penulis 
bermaksud untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut 
ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : “Perspektif 
Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Fisik Terhadap 
Pembantu Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar 
(Studi Kasus Tahun 2006-2011)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Uraian latar belakang permasalahan yang telah 
Penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah peranan korban terhadap terjadinya kejahatan 
kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga di wilayah hukum 
Polrestabes Makassar? 
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi 
kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga di 
wilayah hukum Polrestabes Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Pada dasarnya, setiap penelitian dan Penulisan karya ilmiah 
tentulah memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Demikian 
halnya dengan karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena maksud 
dan tujuan tersebut akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari 
penelitian yang akan dilaksanakan, maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana peranan korban terhadap terjadinya 
atau terwujudnya kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu 
rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan 
kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga. 
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D. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain 
sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 
pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana serta dapat 
dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat 
pada masalah-masalah hukum pidana. 
2. Kegunaan Praktis 
Diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat dan 
aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan 
pencegahan terhadap kejahatan khususnya kekerasan fisik 
terhadap pembantu rumah tangga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Viktimologi 
Viktimologi pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 
penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada. Berbeda 
dengan kriminologi, ilmu ini berusaha menjelaskan mengenai masalah 
terjadinya berbagai kejahatan atau penimbulan korban kejahatan dari 
sudut pandang yang berbeda, yaitu bukan hanya dari aspek pelaku dan 
penderitaan korban, melainkan juga bagaimana korban sering pula 
memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan. 
Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa 
viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan 
kalimat lain, viktimologi membahas bagian-bagian yang tidak tercakup 
dalam kajian kriminologi. Banyak yang beranggapan bahwa viktimologi 
lahir karena munculnya desakan akan perlunya pembahasan tersendiri 
mengenai korban.5 
1. Sejarah dan Definisi Viktimologi 
a. Sejarah Viktimologi 
Pada tahun 1941, karya ilmiah dalam jurnal kriminologi yang 
ditulis oleh Hans Von Hentig berjudul “Remarks on the Interaction of 
Prepetrator and victim”, menjadi langkah pertama yang memaparkan 
                                                             
5 Rena Yulia, op.cit., Hal. 40. 
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analisa menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang 
menjadi objek kajian kriminologi) dan korban (yang menjadi objek 
kajian viktimologi). Selanjutnya pada tahun 1947, seorang pengacara 
di Jerussalem bernama Benjamin Mendehlson, memperkenalkan 
istilah Victimology. Pada tahun 1949, Hans Von Hentig kembali 
menulis “the criminal and his victim” yang lebih memfokuskan pada 
korban kejahatan, diikuti dengan tulisan Benjamin Mendehlson di 
tahun 1956 yang berjudul “Revue Internationale de Criminologie et de 
Police Technique”. Melalui tulisan-tulisannya itu, Von Hentig dan 
Mendehlson telah membuka cakrawala pemikiran baru yang lebih luas, 
bahwa dalam peristiwa pidana seyogyanya dipandang ada interaksi 
yang bukan saja disebabkan oleh pelaku, akan tetapi ada hubungan 
antara pelaku dan korban. 
Pembahasan mengenai korban tersebut akhirnya diikuti oleh 
sarjana-sarjana lain, diantaranya Ellenberger (1954), P. Cormil dan 
Nagel (1959), H. Manheim (1965), Schafer (1968), dan Fiseler (1978) 
dan akhirnya, perhatian terhadap korban kejahatan diwujudkan dalam 
suatu simposium yang diadakan di Jerussalem. Kemudian simposium 
kedua diadakan di Boston pada tanggal 5-9 September 1976. Lebih 
lanjut, diadakan kongres di kota Milan, Italia pada tanggal 26 Agustus-
6 September 1985 dengan nama “Congress on the Prevention of 
Crime and the Treatment of Offenders” yang selanjutnya diadopsi 
hasilnya oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu 
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deklarasi yang dinamakan “Declaration of Basic Principles of Justice 
for Victim of Crime and Abuse of Power”.6 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti 
sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah 
mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) 
fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special 
victimology”. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji 
masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, 
pada fase ini disebut sebagai “general victimology”. Sementara itu, 
fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu 
mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan 
dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai “new 
victimology”.7 
b. Definisi Viktimologi 
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Istilah viktimologi 
pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara di Jerussalem 
yang bernama Benjamin Mendehlson pada tahun 1947 yang 
merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi sejak itu, sampai 
viktimologi berkembang dengan pesat. 
Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa 
viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim atau korban 
                                                             
6 Ibid., Hal. 35-37. 
7 Ibid., Hal. 44-45. 
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sebagai salah satu penentu kejahatan. Viktimologi merupakan istilah 
bahasa Inggris yaitu victimology yang berasal dari bahasa latin victima 
yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, 
viktimologi berarti suatu studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat 
penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu 
kenyataan sosial.8 
Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, 
yaitu:9 
1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional; 
2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; dan 
3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi 
oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
Menurut J.E.Sahetapy10, pengertian viktimologi adalah ilmu atau 
disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. 
Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi 
termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. Sedangkan 
menurut Arief Gosita11, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu 
pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) 
sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu 
                                                             
8 Arif Gosita, 2002, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal. 228. 
9 Rena Yulia, op.cit., Hal. 43. 
10 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 
antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal. 44. 
11 Arif Gosita, op.cit., Hal. 40. 
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kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan 
korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. 
Mengenai objek studi atau ruang lingkup viktimologi, adalah 
sebagai berikut:12 
1) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik; 
2) Teori- teori etiologi vitmisasi kriminal; 
3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para 
korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, 
jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya; 
4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal; 
5) Respon terhadap suatu viktimisasi criminal, argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti 
kerugian); dan 
6) Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen. 
Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, 
yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami 
suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak 
korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. 
Sebabnya, tidak ada/timbul criminal victimization (viktimisasi) atau 
kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. 
Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan 
suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi 
kriminal atau kriminalitas.13 
Suatu viktimisasi dapat dirumuskan sebagai suatu penimbulan 
penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu 
                                                             
12 Arif Gosita, op.cit., Hal. 39. 
13 Ibid, Hal. 39. 
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dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E Sahetapy viktimisasi 
adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental 
berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut, J.E.Sahetapy 
berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:14 
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur 
tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, 
intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala 
internasional; 
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi 
antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang 
tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk 
aspek lingkungan hidup; 
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, 
terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia 
lanjut atau orang tuanya sendiri; 
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut 
penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di 
bidang kedokteran dan lain-lain; 
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang 
menyangkut aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan 
maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-
undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan 
stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek 
peradilannya. 
Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana 
peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta 
bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemeritah 
terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini 
terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya 
tindak pidana, walaupun peran korban bersifat pasif tapi korban juga 
memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada 
                                                             
14 Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Lakbangpress Indo, Yogyakarta, Hal. 22. 
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kenyataanya, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu 
kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan 
peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu 
kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat 
pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya 
kejahatan. 
Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya 
memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk 
memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang 
struktural maupun non struktural secara lebih baik. Selain pandangan-
pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan 
melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan 
sosial. Berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan 
peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak 
langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang 
informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan 
struktural atau non struktural. 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang 
korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk 
memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya dari 
para korban dan hubungan mereka dengan para korban lainnya serta 
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memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang 
mempunyai hak untuk mengetahui bahaya yang bias saja dihadapi 
berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-
lainnya dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar 
orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan 
yang aman, juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana 
menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya. Viktimologi 
juga sebagai bekal pemahaman dan perlindungan terhadap Korban 
bagi calon penegak hukum. 
 
2. Tujuan dan Manfaat Viktimologi 
a. Tujuan Viktimologi 
Sejak awal kelahirannya, tidak ada satu pun disiplin ilmu yang 
tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya di samping 
ilmu pengetahuan lainnya.15 
Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan 
sarana penanggulangan kejahatan atau sarana mengantisipasi 
perkembangan kriminalitas dalam masyarakat. sehingga viktimologi 
juga masuk kedalam salah satu proses Kebijakan Publik. 
Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan 
atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan, dan 
kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Konsekuensi 
                                                             
15 Romli Atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Edisi kedua, Cetakan ketiga, PT. 
Refika Aditama, Bandung, Hal. 15. 
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logis dari meningkatnya kejahatan atau kriminalitas adalah 
bertambahnya jumlah korban, sehingga penuangan kebijakan yang 
berpihak pada kepentingan korban dan tanpa mengenyampingkan 
pelaku mutlak untuk dilakukan, oleh karena itu studi tentang viktimologi 
perlu untuk dikembangkan. Ada ungkapan bahwa seseorang lebih 
mudah membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan yang 
melanggar hukum daripada menghindarkan diri dari menjadi korban 
kejahatan. Menurut Muladi16, viktimologi merupakan studi yang 
bertujuan untuk : 
1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan 
korban; 
2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi; 
3) Mengembangkan sistem tindakan yang akan berguna untuk 
mengurangi penderitaan manusia. 
b. Manfaat Viktimologi 
Setelah memahami bagaimana awal perkembangan keilmuan 
viktimologi, selanjutnya perlu diketahui bagaimana manfaat keilmuan 
viktimologi sebagai bahan pemikiran dan pemahaman dalam upaya 
perlindungan terhadap korban, yang mana hal ini ditujukan bagi calon 
penegak hukum (mahasiswa) atau bagi penegak hukum itu sendiri 
(praktisi, polisi, hakim, jaksa) bahkan bagi para pembuat kebijakan. 
                                                             
16 http://lawofpardomuan.blogspot.com. 
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Arif Gosita17 merumuskan manfaat dari studi mengenai korban 
antara lain : 
1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses 
viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan 
diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan 
konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, 
represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan 
menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di 
berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. 
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih 
baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 
menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. 
Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, 
tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan 
mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya 
dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat 
penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam 
viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan 
kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak 
langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi. 
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non 
struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi 
untuk memberikan pengetian yang baik dan agar waspada. 
Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang, 
meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai 
bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana 
menghindarinya. 
4.  Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi 
yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk 
“dunia ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi 
internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat 
polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan 
sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan 
dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan 
demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, 
mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui 
                                                             
17 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit., Hal. 63-65. 
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terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-
akibat merusak, dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih 
lanjut (diagnosa viktimologis). 
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat 
viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan 
peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku 
kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses 
peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan 
kewajiban asasi manusia. 
Uraian di atas pada dasarnya mengandung 3 (tiga) hal pokok 
yang berkenaan dengan manfaat studi tentang korban ini, yaitu : 
manfaat yang berkenaan dengan usaha-usaha membela hak korban 
dan perlindungan hukum, penjelasan peran korban dalam suatu tindak 
pidana, dan usaha pencegahan terjadinya kejahatan. 
Lebih spesifik lagi, Rena Yulia18 memberikan gambaran manfaat 
viktimologi bagi kinerja aparatur penegak hukum, sebagai berikut : 
1) Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam 
upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan 
mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya 
kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya 
kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan 
oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek 
lainnya yang terkait. 
2) Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara 
pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya 
                                                             
18 Rena Yulia, op.cit., Hal. 39-40. 
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tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat 
dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut 
menjadi pemicu terjadinya kejahatan. 
3) Bagi hakim, dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya 
menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu 
perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan 
penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak 
pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban 
terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam 
putusan hakim. 
 
B. Korban 
Viktimologi berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya 
berbagai kejahatan atau penimbulan korban kejahatan menurut proporsi 
yang berbeda, yaitu bukan hanya dari aspek penderitaan korban, 
melainkan juga bagaimana korban sering pula memicu dan 
mengakibatkan terjadinya kejahatan. Maka, perlu kiranya untuk diketahui 
lebih jauh lagi mengenai korban. 
1. Definisi Korban 
Mengenai definisi korban itu sendiri, tercantum dalam Pasal 1 
angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa: “Korban adalah seseorang 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
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yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sedangkan menurut Arif 
Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah:19 
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri 
sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 
sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak 
asasi yang menderita. 
Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada 
Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan 
Penyalahgunaan Kekuasaan, sebagai berikut:20 
Orang yang secara individual maupun kelompok telah 
menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, 
penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan 
yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan 
(by act) maupun kelalaian (by omission). 
Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban tidak 
hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga 
mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). 
Mengenai pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini, Sellin dan 
Wolfgang, mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut:21 
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu perorangan 
(bukan kelompok); 
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan 
hukum; 
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas; dan 
                                                             
19 Ibid., Hal. 49. 
20 Ibid., Hal. 49-50. 
21 http://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalah-viktimologi/ 
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d. No victimiazation, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi. 
Kedua pengertian yang disebutkan di atas juga menyebutkan 
hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan di 
sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun 
mental, tetapi juga mencakup derita-derita yang dialami secara emosional 
oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai 
penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, 
tetapi juga meliputi kelalaian. 
Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah yang 
didefinisikan oleh South Carolina Governor’s Office of Executive Policy 
and Programs, Columbia, yaitu:22 
“Victims means a person who suffers direct or threatened 
physical, psychological, or financial harm as the result of crime 
against him. Victim also includes the person is deceased, a 
minor, incompetent was a homicide victim and/or is physically or  
psychologically incapacitated.” 
Pengertian di atas, apabila diterjemahkan, maka akan memberikan 
pengertian mengenai korban secara luas. Menurut pengertian tersebut, 
pengertian korban bukan hanya merujuk pada korban yang menderita 
secara langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami 
penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud 
korban tidak langsung di sini seperti istri yang kehilangan suami, anak 
                                                             
22 Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme 
Dalam Sistem Peradilan Pidana, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 78. 
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yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan 
sebagainya. 
Menurut Mendelsohn23, berdasarkan derajat kesalahannya, korban 
dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:  
a. Korban yang benar-benar tidak bersalah; 
b. Koban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan; 
c. Kesalahan korban sama dengan pelaku; 
d. Korban lebih bersalah dari pelaku; 
e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah; dan 
f. Korban imajinatif. 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, 
yaitu: 24 
a. Nonparticipating victims, adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan; 
b. Latent or predisposed victims, adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu; 
c. Provocative victims, adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan; 
d. Participating victims, adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban; dan 
e. False victims, adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri. 
                                                             
23 http://id.wikipedia.org/wiki/Viktimologi. 
24 Lilik Mulyadi, 2007, Kapita Selekta Hukum Pdana Kriminologi Dan Viktimologi, Djambatan, 
Jakarta, Hal. 124. 
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Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban 
itu sendiri, maka Stephen Scharfer mengemukakan tipologi korban itu 
menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu: 25 
a. Unrelated victims, adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada di pihak korban. 
b. Provocative victims, merupakan korban yang disebabkan 
oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya 
kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak 
pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. 
c. Participating victims. Hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang 
tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada 
aspek yang seperti ini, pertanggungjawaban sepenuhnya 
ada pada pihak pelaku. 
d. Biologically weak victims, adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan 
manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban 
kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya, 
terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena 
tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak 
berdaya. 
e. Socially weak victims, adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada 
penjahat atau masyarakat. 
f. Self victimizing victims, adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya 
terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku 
kejahatan. 
g. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstelasi politik. 
 
                                                             
25 Ibid., Hal. 124-125. 
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2. Hak-hak dan Kewajiban Korban 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam 
terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki 
hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut 
diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa 
korban berhak untuk : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan 
dukungan keamanannya; 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah; 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. Mendapat identitas baru; 
j. Mendapatkan tempat kediaman baru; 
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan; 
l. Mendapat nasihat; dan/atau 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
 
Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku 
untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata 
lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa 
pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan 
penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah 
penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para  pelaku dapat juga 
terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh  pihak korban apabila 
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dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. 
Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban 
pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional 
pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian 
hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan 
atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah. 
Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut: 26 
a. Hak korban, antara lain : 
1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan 
kemampuan pelaku; 
2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak 
memerlukannya; 
3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli 
warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan 
tersebut; 
4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; 
5) Mendapatkan kembali hak miliknya; 
6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya; 
7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila 
melapor dan/atau menjadi saksi; 
8) Mendapat bantuan penasihat hukum; 
9) Mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen). 
 
b. Kewajiban Korban, antara lain : 
1) Korban tidak main hakim sendiri; 
2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban 
lebih banyak lagi; 
3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun 
orang lain; 
4) Ikut serta membina pembuat korban; 
5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi 
korban lagi; 
6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan 
pelaku; 
                                                             
26 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 115. 
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7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi 
kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan 
8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada 
jaminan keamanannya. 
 
Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi 
korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam 
implementasinya. Dengan melihat beberapa hak dan kewajiban korban 
yang telah Penulis paparkan di atas, diharapkan masyarakat dapat 
memahami bahwa korban juga memiliki hak-hak yang harus dihormati 
seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota 
masyarakat. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana yang tidak jarang 
menjadi korban main hakim sendiri, adalah sama dengan korban yang 
lain, mereka juga memiliki hak-hak korban yang dimiliki oleh korban 
kejahatan lain karena dalam hal ini, mereka juga merupakan korban 
kejahatan. 
Adapun hak-hak korban yang disebutkan dalam Bab IV Pasal 10 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan : 
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik 
sementara maupun  berdasarkan penetapan perintah perlindungan 
dari pengadilan; 
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
e. Pelayanan bimbingan rohani. 
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3. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan 
Masalah korban sebenarnya bukanlah hal yang baru, hanya karena 
hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan nyaris diabaikan. Apabila 
diamati masalah kejahatan menurut proporsi  yang sama sebenarnya  
secara dimensional, maka mau tidak mau harus diperhitungkan peranan si 
korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Telah disebutkan sebelumnya 
bahwa korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya 
suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak 
mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang 
merupakan peserta utama dalam terjadinya suatu kejahatan dan dalam 
hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat pada penderitaan 
si korban. 
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Dalam studi 
tentang kejahatan, dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa 
menimbulkan korban meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa 
korban atau crime without victim, akan tetapi harus diartikan kejahatan 
yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, misalnya penyalahgunaan 
obat terlarang, perjudian, aborsi, dimana korban menyatu sebagai 
pelaku.27 
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Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan aktif 
maupun pasif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam 
peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Peranan dari 
pihak korban itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa 
yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dan dimana hal 
tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh 
bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain, dan lingkungannya. Antara 
pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan 
dalam terjadinya kejahatan tertentu, pihak korban dikatakan bertanggung 
jawab. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak 
sadar, secara langsung maupun tidak langsung, sendiri maupun bersama-
sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif maupun pasif, dengan 
motivasi positif maupun negatif. Semuanya tergantung pada situasi dan 
kondisi pada saat kejahatan berlangsung. 
Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat mengundang 
pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan 
tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada 
hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya pihak korban bersikap dan 
bertindak lalai terhadap harta miliknya (meletakkan atau membawa 
barang berharga tanpa mengusahakan pengamanannya) sehingga 
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa 
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izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga 
menimbulkan kebencian, kemuakan dan tindakan yang merugikan pihak 
korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan atau 
bertugas di bidang keamanan. Pihak korban memungkinkan atau 
memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan jahat. 
Antara pihak korban dan pihak pelaku dimungkinkan juga sudah 
pernah ada hubungan sebelumnya. Hubungan bisa terjadi karena saling 
mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama di suatu 
tempat, daerah, bahkan di bawah satu atap sekalipun, atau karena 
mempunyai kegiatan bersama. Pihak korban yang diketahui termasuk 
golongan yang lemah mental, fisik, dan sosial (ekonomi, politis, yuridis) 
yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai 
pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak 
pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak 
korban. Misalnya dalam suatu keluarga, anak atau istri sering menjadi 
korban dari tindakan jahat dari ayah atau suami. Kerap kali anak atau istri 
tersebut sangat bergantung pada ayah atau suami tersebut sehingga 
menerima saja kejahatan itu berlangsung atau seolah-olah 
membiarkannya berlangsung. 
Von Hentig28 menguraikan peranan korban dalam menimbulkan 
kejahatan antara lain : 
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban 
untuk terjadi. 
                                                             
28 Rena Yulia, op.cit., Hal. 81. 
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b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si 
korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja 
sama antara si pelaku dan si korban. 
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi 
bila tidak ada provokasi dari si korban. 
 
C. Kejahatan 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau 
tindakan yang jahat, seperti yang lazim orang ketahui atau dengar, 
perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, 
penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan 
adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai 
perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, 
maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian ini bersumber dari 
alam nilai, maka kejahatan tersebut memiliki pengertian yang sangat 
relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian 
tersebut. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu 
diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya 
semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan, tetapi 
berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. 
Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri, tidak terdapat kesatuan 
maupun kesepakatan pendapat di antara para sarjana. R. Soesilo29 
membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian 
kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian 
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kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 
undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud 
dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain 
merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa 
hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.  
Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 
oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. 
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu 
dan masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan 
berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu, maka dapat 
dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang 
merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan 
kegoncangan dalam masyarakat. Arif Gosita, mengemukakan definisi 
kejahatan sebagai berikut: 30 
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya 
interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-
Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang 
menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta 
dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-
undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.  
Dalam bukunya, A. S. Alam31 membagi definisi kejahatan ke dalam 
2 (dua) sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from 
the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
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setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
di dalam masyarakat. 
Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan 
dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk 
undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu 
kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan 
suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barang 
siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan 
perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.32 
Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai kejahatan, di 
antaranya:33 
 
a. D. Taft, ”Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana”. 
b. Van Bemmelen, “Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat 
tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak 
ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan 
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penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan 
sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”. 
c. Ruth Coven, “Orang berbuat jahat karena gagal menyeusaikan diri 
terhadap tuntutan masyarakat”. 
d. W.A. Bonger, “Kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang 
oleh Negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan 
hukuman”. 
Apabila pendapat tentang kejahatan di atas dipelajari secara teliti, 
maka Penulis menyimpulkan bahwa kejahatan dapat digolongkan ke 
dalam 3 (tiga) jenis pengertian sebagai berikut : 
a. Pengertian secara praktis (sosiologis), yaitu pelanggaran atas 
norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam 
masyarakat disebut kejahatan. 
b. Pengertian secara religius, yaitu pelanggaran atas perintah-
perintah Tuhan disebut kejahatan. Pengertian a dan b disebut 
pengertian kriminologis. 
c. Pengertian secara yuridis. Dilihat dari hukum pidana maka 
kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang 
oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana 
oleh Negara. 
Kemudian, J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro34 
menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk 
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kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat 
dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut diberi  
hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu 
harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang 
warga negaranya. 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) 
unsur pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yang harus dipenuhi. 
Ketujuh unsur tersebut antara lain:35 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya 
orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan 
kerugian tersebut telah diatur didalam pasal 362 KUHP 
(asas legalitas). 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea). 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
Dari beberapa pendapat di atas, Penulis menyimpulkan bahwa 
kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar peraturan 
perundang-undangan dan diancam dengan suatu sanksi, tetapi juga 
merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan 
masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan 
dan sebagainya. 
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D. Kekerasan 
Kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa 
muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul, 
berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Sebelum 
membahas lebih jauh lagi mengenai masalah kejahatan kekerasan ini, 
Penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertiannya terlebih 
dahulu. 
Sama seperti definisi kejahatan, mengenai definisi kekerasan ini 
juga belum ada suatu kesepakatan atau dengan kata lain masih terdapat 
perbedaan pandangan di kalangan para ahli. Bila ditinjau dari segi bahasa 
(estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” yang 
mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Dalam 
kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan kata sifat (hal 
dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan 
sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang 
yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan 
kerusakan fisik orang lain. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa Latin, 
yaitu violentia yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, 
kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosaan. 
Kekerasan menurut Johan Galtung amatlah luas, ia menolak 
konsep kekerasan sempit yang mencakup kekerasan fisik belaka. Ia 
melihat kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. Enam 
37 
dimensi penting dalam kekerasan yang dikemukakan Johan Galtung, 
sebagai berikut:36 
a. Kekerasan fisik dan psikologis; 
b. Pengaruh positif dan negatif; 
c. Ada objek atau tidak; 
d. Ada subjek atau tidak; 
e. Disengaja atau tidak; 
f. Yang tampak dan yang tersembunyi. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian 
yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya 
dalam Pasal 89 KUHP, R. Sugandhi37 menyebutkan bahwa : “Yang 
dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi 
pingsan atau tidak berdaya lagi”. 
Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut, dijelaskan 
bahwa :38 
Arti daripada “melakukan kekerasan” ialah “menggunakan 
tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” 
misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang membuat 
orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang 
sangat. 
Menurut pasal ini, “melakukan kekerasan” dapat disamakan 
dengan “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. 
“Pingsan” artinya “hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya” 
umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat 
lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi. Orang yang pingsan 
itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. 
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“Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga 
sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan 
sedikit jua pun, misalnya seperti halnya orang yang diikat 
dengan tali pada kaki dan tangannya terkurung dalam kamar 
terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang 
yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi 
atas dirinya. 
Baik menjadi perhatian di sini, bahwa mengancam orang akan 
membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya lagi, tidak boleh 
disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab 
pasal ini hanya menyebut tentang “melakukan kekerasan”, 
bukan mengatakan tentang “kekerasan” atau “ancaman 
kekerasan”. 
Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan  hanya 
dapat ditujukan terhadap orang saja. R. Soesilo39 menjelaskan bahwa 
kekerasan juga dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: 
a. Pengrusakan terhadap barang; 
b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang; 
c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; 
d. Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek 
kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan, 
meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti seseorang atau 
merusak barang itu. 
Setelah dibahas pengertian kekerasan, maka pertanyaan 
selanjutnya ialah ”apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan?” 
Penulis menyadari bahwa belum ada suatu pengertian baku atau resmi 
yang termuat tentang kejahatan kekerasan ini, apalagi memasukkan 
                                                             
39 R. Soeslo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, 
Politeia, Bogor, Hal. 146. 
39 
kejahatan kekerasan menjadi golongan tersendiri. Oleh karena itu, Penulis 
sependapat dengan definisi kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita40 
yaitu : “Tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan 
sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri 
sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik 
dan sosial.” 
 
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-
tengah masyarakat. Korban yang berjatuhan bisa berasal dari berbagai 
macam lapisan masyarakat. Pada tanggal 14 September 2004, disahkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dibentuknya undang-undang ini antara 
lain sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi 
tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak dalam 
lingkungan keluarga atau rumah tangga41. Berikut ini akan Penulis 
paparkan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan dalam 
rumah tangga. 
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga 
Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan dalam rumah tangga atau 
disingkat KDRT terdiri dari dua unsur, yaitu kekerasan dan rumah tangga. 
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Oleh karena itu, penting kiranya untuk diketahui terlebih dahulu mengenai 
pengertian masing-masing unsur tersebut. 
Mengenai kejahatan dan kejahatan kekerasan, telah Penulis 
simpulkan sebelumnya bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang 
tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam 
dengan suatu sanksi, tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar 
norma-norma dalam kehidupan masyarakat seperti norma agama, norma 
kesusilaan, norma kesopanan dan sebagainya. Kejahatan Kekerasan 
adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan 
sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri 
sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik 
dan sosial. 
Sedangkan rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam 
masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya 
rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia, 
tak jarang dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut 
bertempat tinggal. Misalnya orang tua (dari suami maupun istri), saudara 
kandung/tiri dari kedua pihak, kemenakan, dan keluarga lain yang 
mempunyai hubungan darah. Pengertian rumah tangga ini dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi objek 
pembicaraan dalam KDRT, karena terjadinya KDRT bukan merupakan hal 
baru.42 
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Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan 
pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, 
atau orang-orang yang tersubordinasi dalam rumah tangga itu. Ironisnya 
kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan 
struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal 
perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa 
aman terhadap korban serta menindak pelakunya. 
Moerti Hadiati Soeroso43 berpendapat bahwa “Tindak kekerasan 
dalam rumah tangga yang terwujud dalam tindakan kekerasan terhadap 
istri, anak, atau orang yang tinggal menetap dalam satu atap dengan 
pelaku, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana 
penganiayaan, khususnya pada Pasal 356 KUHP”. Dalam pasal tersebut, 
tercantum secara tegas tentang pemberatan hukuman bagi pelaku 
penganiayaan. Bunyi Pasal 356 KUHP sebagai berikut : “Pidana yang 
ditentukan dalam Pasal 351, 353, dan 355 dapat ditambah sepertiga : 
Ke-1 : bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya 
menurut undang-undang, istrinya atau anaknya. 
Ke-2 : jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah. 
Ke-3 : jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau 
diminum. 
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Apabila dilakukan perincian, maka pasal-pasal yang dimuat dalam 
Pasal 356 tersebut, antara lain : 
1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan; 
2. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana; 
3. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat; dan 
4. Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan 
dengan rencana terlebih dahulu. 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikatakan 
bahwa : “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam Iingkup rumah tangga.” Ditambah dengan Pasal 2 ayat (1) 
“Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :  
a. Suami, isteri, dan anak; 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
sebagaimana dimaksud  ada huruf a karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang 
menetap dalam rumah tangga; dan/atau 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 
rumah tangga tersebut.” 
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Kemudian dilengkapi penjelasan pada ayat (2) : “Orang yang 
bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota 
keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang 
bersangkutan”. 
Pengertian KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 
memberikan cakupan yang lebih luas mengenai kekerasan dibandingkan 
dengan Pasal 356 KUHP, yaitu mencakup kekerasan fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan. 
Selain itu mengenai Iingkup rumah tangga yang dalam Pasal 356 hanya 
disebutkan antara lain ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya 
atau anaknya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
ditambah dengan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 
dengan pelaku karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, dan perwalian (yang menetap dalam rumah tangga) serta 
orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut. 
 
2. Bentuk-bentuk KDRT 
Mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini, 
terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara 
lain : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan 
44 
penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk kekerasan fisik tersebut, 
akan Penulis jelaskan lebih lanjut, sebagai berikut : 
a. Kekerasan fisik 
Mengenai kekerasan fisik ini, dimuat dalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan : “Kekerasan fisik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang  
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” Adapun jenis-
jenis kekerasan fisik ini, antara lain sebagai berikut :44 
1) Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti 
menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan 
pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang 
dapat mengakibatkan : cedera berat, tidak mampu menjalankan 
tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan 
atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan 
bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat 
cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 
4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang 
perempuan, dan/atau kematian korban. 
2) Kekerasan Fisik Ringan berupa menampar, menjambak, 
mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan : 
cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam 
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kategori berat, dan melakukan repetisi kekerasan fisik ringan 
dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat. 
b. Kekerasan psikis 
Bentuk kekerasan ini dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan : “Kekerasan psikis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang  
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan 
psikis berat pada seseorang”. Jenis-jenis kekerasan psikis antara 
lain:45 
1) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, 
manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan 
penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi 
sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau 
menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman 
kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya 
bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu 
atau beberapa hal berikut :  
a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan 
obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau 
kesemuanya berat dan atau menahun. 
b) Gangguan stres pasca trauma. 
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c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau 
buta tanpa indikasi medis). 
d) Depresi berat atau destruksi diri. 
e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan 
realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya. 
f) Bunuh diri. 
2) Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, 
manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan 
penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi 
sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau 
menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan 
ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan 
penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal-
hal antara lain :  
a) Ketakutan dan perasaan terteror. 
b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak. 
c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi 
seksual. 
d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, 
gangguan pencernaan tanpa indikasi medis). 
e) Fobia atau depresi temporer. 
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c. Kekerasan seksual 
Kekerasan seksual dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan : “Kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan 
hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 
dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah seorang dalam Iingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
Jenis-jenis kekerasan seksual ini, antara lain sebagai berikut :46 
1) Kekerasan seksual berat, berupa : 
a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, 
menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, 
merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa 
muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. 
b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban 
atau pada saat korban tidak menghendaki. 
c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, 
merendahkan dan atau menyakitkan. 
d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk 
tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. 
e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan 
posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. 
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f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa 
bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. 
2) Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara 
verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan 
dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, 
gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta 
perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat 
melecehkan dan atau menghina korban. 
d. Penelantaran rumah tangga 
Penelantaran rumah tangga ini, diatur dalam Pasal 9 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan : “(1) Setiap orang 
dilarang menelantarkan orang dalam Iingkup rumah tangganya, 
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) 
Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap 
orang yang  mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau 
di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang 
tersebut. 
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Mengenai penelantaran rumah tangga ini, dapat disamakan 
dengan kekerasan ekonomi, dimana jenis-jenisnya antara lain sebagai 
berikut :47 
1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, 
manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa : 
a) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk 
pelacuran. 
b) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. 
c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan 
korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda 
korban. 
2) Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya 
sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya 
secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 
 
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan 
yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku 
di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya 
penanggulangan. 
Penanggulangan kejahatan (criminal prevention) emperik terdiri 
atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :48 
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1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi 
dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; 
Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah 
malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas 
tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. 
Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor 
tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 
dalam upaya preventif kesempatan ditutup. 
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
Purniati49 merumuskan beberapa tindak langkah/upaya 
penanggulangan kejahatan dengan cara non-konvensional, antara lain 
meliputi : 
1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya; 
2. Pemantapan hukum dan perundangan; 
3. Pemantapan sistem peradilan; 
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49 Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, Mazhab dan Penggabungan Teori Dalam 
Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 87. 
51 
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, 
jaksa penuntut umum, hakim dengan instansi terkait seperti 
lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi 
kemasyarakatan; dan 
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa 
lingkungan. 
Langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan), 
sesungguhnya menurut Purniati, lebih baik daripada penegakkan hukum 
setelah terjadi kejahatan. Dasar pertimbangan atau alasannya berupa : 50 
1. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang 
rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi; 
2. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan 
kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) 
maupun korban; dan 
3. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha 
bersama antar kalangan masyarakat. 
Berkenaan dengan langkah pencegahan tersebut, Soedarto 
dengan lebih rinci berpendapat bahwa pencegahan terhadap kejahatan 
dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pencegahan langsung dan 
tidak langsung sebagai berikut :51 
1. Pencegahan langsung, yaitu dengan cara: 
a. Pengamanan dengan sarana fisik untuk menghilangkan 
kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar, lemari 
besi, dll; 
b. Penjagaan atau patrol; 
c. Perbaikan struktur sosial dan ekonomi; 
d. Menghindari hubungan dengan pelaku potensial; dan 
e. Perbaikan peraturan yang kurang sempurna. 
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2. Pencegahan dengan cara tidak langsung, yaitu berupa: 
a. Penyuluhan/pendidikan/pembinaan moral; dan 
b. Pembinaan kesan adanya suatu pengawasan. 
Reckless, mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan dapat 
dikurangi dengan cara sebagai berikut :52 
1. Upaya dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi 
pemantapan organisasi, personil, sarana dan prasarana untuk 
menyelesaikan perkara pidana; 
2. Perundangan yang dapat berfungsi menganalisis dan 
membendung kejahatan dan menjangkau kedepan; 
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat 
cepat, tepat, murah dan sederhana; 
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah 
dalam menanggulangi kejahatan; dan 
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan 
kejahatan. 
Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan di atas, 
dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan 
kejahatan yang secara garis besar dapat berupa : Pertama, cara 
“moralistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih 
menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi 
pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan. 
Kedua, cara “abolisionistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan 
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Jakarta, Hal. 36. 
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dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi 
penyebab timbulnya suatu kejahatan.53 
Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, 
moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif 
yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para 
ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada 
penanggulangan kejahatan. Upaya ini antara lain diwujudkan dalam hal-
hal seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan 
dan Departemen Kehakiman. Termasuk pula dalam kegiatan ini antara 
lain kegiatan dakwah, kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh 
organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya, yang secara umum 
memiliki tujuan mulia seperti dalam wujud :54 
1. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif; 
2. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di 
kalangan masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi 
kepemudaan; 
3. Memberikan penerangan-penerangan atau penyuluhan mengenai 
akibat-akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain; dan 
4. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat dengan institusi 
sosial, maupun pemerintah. 
Pada upaya “abolisionistik”, dapat dilakukan dengan mengadakan 
penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang 
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Bandung, Hal. 157. 
54 Ibid., Hal. 157-158. 
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bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya atau 
cara penanggulangan yang baik, sehingga setidak-tidaknya mengeliminir 
kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan 
dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, 
Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya 
Kriminolog.55 
Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan 
dapat ditempuh dengan :56 
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 
dan 
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan 
dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of 
society on crime and punishment/mass media). 
Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis 
besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat 
jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. 
Peter Hoefnagels tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) 
dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar 
dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur 
penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, 
sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif 
sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, 
karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai 
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tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan 
kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya 
kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain berpusat pada 
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa, dan memahami keadaan di tempat dilaksanakannya suatu 
penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian 
yang digunakan meliputi : 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar 
(Polrestabes) Makassar, Sulawesi  Selatan. Pemilihan lokasi ini didasari 
alasan karena kota Makassar merupakan salah satu kota yang memiliki 
tingkat perkembangan pembangunan yang pesat dan penduduk yang 
sangat padat dari tahun ke tahun. Hal tersebut diikuti pula dengan 
meningkatnya angka kejahatan, khususnya kekerasan fisik dalam rumah 
tangga yang dilakukan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga. 
Selain itu juga untuk mempermudah dalam pengumpulan data yang akan 
dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Penulis, 
mengingat jarak lokasi tersebut yang tidak begitu jauh dari Universitas 
Hasanuddin dan tempat tinggal Penulis. 
Selain itu, untuk memperoleh data-data lainnya, Penulis juga 
melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan 
Perempuan Indonesia (LBH P2I) Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum 
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Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar 
mengingat kedua lembaga tersebut merupakan lembaga pemberdayaan 
dan perlindungan perempuan yang berkaitan erat dengan kekerasan fisik 
terhadap pembantu rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan. 
Waktu penelitian akan dilaksanakan selama jangka waktu kurang 
lebih satu bulan, tepatnya pada bulan Juli  2012. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, 
maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan 
penelitian sehingga Penulis memiliki metode yang jelas mengenai 
mekanisme  perolehan data atau jawaban yang diperlukan. 
Dengan demikian, untuk memperolah data yang sesuai dengan 
tujuan penelitian, maka Penulis menggunakan metode kepustakaan 
(library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Studi kepustakaan (library research), merupakan penyelidikan 
melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan 
dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana, 
viktimolologi, serta karangan-karangan ilmiah yang berhubungan 
dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 
oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga. Pengetahuan 
tentang seluk-beluk perpustakaan akan membantu seorang peneliti 
untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya. “Dalam mencari 
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bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk-
beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder”. 
2. Penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis dengan turun langsung ke lapangan atau 
objek penelitian guna memperolah data yang berkaitan dengan 
masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 
majikan terhadap pembantu rumah tangga. 
Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan dua metode yaitu : 
metode interview dan metode dokumenter. Dengan menggunakan dua 
metode tersebut, diharapkan Penulis dapat memperoleh data sesuai 
dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap kedua 
metode pengumpulan data tersebut, berikut ini akan dibahas secara 
singkat : 
1. Metode Interview 
Metode Interview merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis 
dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini 
dimaksudkan  untuk  pengumpulan data berbentuk wawancara berupa 
tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa 
narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan 
pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada para pejabat 
kepolisian yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan judul 
penelitian. Selain itu, Penulis juga mewawancarai langsung pimpinan 
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maupun para pengurus Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan 
Perempuan Indonesia (LBH P2I) Makassar dan Lembaga Bantuan 
Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) 
Makassar, serta pembantu rumah tangga yang pernah menjadi korban 
kekerasan fisik. 
2. Metode Dokumenter 
Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang 
menggunakan dokumen sebagai sumber datanya. Sedangkan 
pengertian dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu 
peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu 
peristiwa dan/atau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau 
meneruskan keterangan mengenai suatu peristiwa. Dalam metode ini 
sumber informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau 
tercatat yang pencatatannya sendiri berdasarkan uraian langsung 
secara verbal dari para pelaku maupun korban. Dengan demikian, 
peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan 
dalam penelitian. Penulis menggunakan metode dokumenter karena : 
a. Keterbatasan kemampuan dalam meneliti maka dokumen 
mempunyai peranan yang sangat besar. 
b. Mengingat kesulitan-kesulitan yang mungkin akan Penulis 
hadapi dalam mewawancarai korban secara langsung. 
c. Dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data lainnya. 
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C. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 
(dua) jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penelitian ini. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui atau dengan 
cara melihat dan membaca buku-buku, bahan-bahan laporan, dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum pidana, 
viktimologi, dan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang 
dilakukan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti 
yang telah diuraikan di atas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya 
tulis (skripsi) yang terpadu dan sistematis, digunakan suatu sistem analisis 
data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara 
menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai 
masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh majikan 
terhadap pembantu rumah tangga. Hasil wawancara dan studi 
kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif 
untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes 
Makassar 
Unit PPA merupakan bagian khusus dari Satuan Reserse dan 
Kriminal (SATRESKRIM) Polrestabes Makassar. Unit ini mempunyai 
tugas khusus untuk perlindungan perempuan dan anak. Artinya, 
khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan 
anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. 
Setiap kasus yang melibatkan perempuan dan anak, akan 
masuk laporannya dan ditangani oleh Unit ini. Itulah sebabnya Penulis 
menjadikan Unit PPA Polrestabes Makassar ini sebagai lokasi 
penelitian, baik untuk mengambil data maupun wawancara langsung. 
b. LBH P2I (Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Perempuan 
Indonesia) Makassar 
Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan 
Indonesia (LBH P2I) adalah organisasi non pemerintah yang bertujuan 
untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan kemandirian 
perempuan sebagai individu dan kelompok dalam memperjuangkan 
hak-haknya melalui pendidikan, pelatihan dan bantuan hukum. 
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Berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Visi dan misi LBH P2I ini 
adalah sebagai berikut :57 
1) Visi lembaga ini yaitu kehidupan bersama yang tenteram dan 
damai dalam semangat cinta dan kasih saying, saling 
menghargai perbedaan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang 
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan, 
persaudaraan dan kemerdekaan yang nyata. 
2) Misi lembaga ini, antara lain: 
a) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum secara cuma-
cuma kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa 
membedakan latar belakang kebangsaan, politik, sosial 
ekonomi, budaya, agama, asal keturunan, suku dan jenis 
kelamin; 
b) Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan 
pemahaman kritis masyarakat terhadap upaya penegakan 
hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia; 
c) Meningkatkan potensi sumber daya perempuan agar 
memiliki akses dan control dalam seluruh proses politik, 
ekonomi, hukum serta kebudayaan dan pada semua bidang 
kehidupan; dan 
d) Membangun kerjasama dengan komunitas masyarakat sipil 
dalam dan luar negeri, untuk melakukan advokasi, 
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pengawasan, dan berupaya memperbaharui hukum, 
khususnya yang berhubungan dengan semua aspek 
kehidupan perempuan. 
c. LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan 
Untuk Keadilan) Makassar 
LBH APIK adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan 
masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan 
kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala 
aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan 
ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang 
berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dari 
pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan 
perempuan dan laki-laki, dengan terus menerus berupaya 
menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam 
berbagai bentuknya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, 
persamaan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, 
non sektarian, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah 
kelestarian lingkungan. LBH APIK berupaya memberikan bantuan 
hukum bagi perempuan. Konsep Bantuan Hukum yang diterapkan 
adalah Bantuan Hukum Gender Struktural. LBH APIK Makassar ini 
berdiri pada tahun 2002.58 
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Bentuk kegiatan LBH APIK antara lain: melakukan pembelaan 
hukum bagi perempuan pencari keadilan yang lemah secara politik, 
ekonomi, maupun sosial budaya di dalam dan di luar pengadilan; 
memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada lapisan masyarakat 
dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun 
upaya pencegahan; melakukan advokasi perubahan kebijakan baik 
terhadap substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat; 
melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, 
penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang 
penegakan hak perempuan dan informasi mengenai cara 
penyelesaiannya, melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi 
dan lembaga serta mendorong terbentuknya organisasi dan lembaga 
dengan visi misi serupa, serta melakukan penguatan kelembagaan. 
Bidang kegiatan LBH APIK antara lain: hukum, gender, hak asasi 
manusia, hak asasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, 
kesehatan atau hak reproduksi, perdagangan perempuan, buruh atau 
pekerja migran.59 
Visi dan misi LBH APIK adalah sebagai berikut:60 
1) Visi 
a) Mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum, dan 
penegakan hak asasi manusia serta pengelolaan sumber 
daya alam yang lestari; 
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b) Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, 
makmur dan demokratis, dimana terdapat kesetaraan antara 
perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik 
politik, ekonomi, sosial maupun budaya; dan 
c) Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang 
berkesetaraan dan berkeadilan gender. 
2) Misi 
a) Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari 
keadilan, terutama yang mengalami ketidakadilan dan lemah 
secara politik, ekonomi, sosial dan budaya; 
b) Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada 
masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam 
penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam 
rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan; 
c) Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap 
substansi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat; 
d) Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, 
pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian 
berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan 
informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya; 
e) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi/Yayasan 
serta mendorong terbentuknya organisasi/Yayasan dengan 
visi misi serupa. 
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2. Data Jumlah Kasus Kejahatan Kekerasan Fisik Terhadap 
Pembantu Rumah Tangga Di Kota Makassar 
Sesuai hasil penelitan yang dilakukan Penulis di Kantor 
Polrestabes Makassar, diperoleh informasi bahwa cukup banyak jumlah 
kasus kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga. Untuk 
lebih jelasnya, Penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 1. Jumlah Korban Kejahatan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga 
Di Kota Makassar. 
Tahun Frekuensi Persentase 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
25 % 
12,5 % 
12,5 % 
12,5 % 
12,5 % 
25 % 
Jumlah 8 100 % 
Sumber Data : Kantor Polrestabes Makassar, tahun 2012. 
Dalam tabel 1 tersebut, tampak dengan jelas bahwa jumlah kasus 
kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga di wilayah 
hukum Polrestabes Makassar dari tahun 2006 sampai dengan tahun 
2011, terdapat total 8 kasus. Perinciannya sebagai berikut: “Pada tahun 
2006, terdapat 2 kasus (persentase 25 %). Tahun 2007 sampai dengan 
tahun 2010, masing-masing hanya terdapat 1 kasus (persentase 12,5 %). 
Kemudian pada tahun 2011, kembali mengalami peningkatan menjadi 2 
kasus (persentase 25 %)”. 
Dalam wawancara pada tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.30, Brigpol 
Endang S. Kasir, S.H., M.H. (anggota Panit II PPA Polrestabes Makassar) 
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menerangkan : “Kami yakin kasus kekerasan fisik terhadap pembantu 
rumah tangga (PRT) ini, jumlah sebenarnya lebih dari data yang ada. 
Tetapi banyak korban yang tidak melapor karena ketidaktahuan, takut dan 
sebagainya”. 
 
3. Data Umur Korban 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang Penulis lakukan di kantor 
Polrestabes Makassar, dapat diketahui bahwa pembantu rumah tangga 
yang menjadi korban dalam kejahatan kekerasan fisik, berada pada 
kisaran umur antara 18 tahun sampai 35 tahun. Untuk lebih jelasnya, 
Penulis menggambarkan mengenai umur korban tersebut dalam bentuk 
tabel sebagai berikut : 
Tabel 2. Data Umur Pembantu Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kejahatan 
Kekerasan Fisik Di Kota Makassar. 
Umur Korban Jumlah Presentase 
18-25 Tahun 
26-30 Tahun 
31-35 Tahun 
35 Tahun Ke atas 
6 
1 
1 
0 
75 % 
12,5 % 
12,5 % 
0 % 
Jumlah 8 100 % 
Sumber data : Kantor Polrestabes Makassar, tahun 2012. 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pembantu rumah tangga yang 
paling banyak menjadi korban kejahatan kekerasan fisik di Kota 
Makassar, yakni pelaku yang berumur antara kisaran 18 sampai 25 tahun. 
Hal inilah yang mungkin menyebabkan para pembantu rumah tangga 
tersebut menjadi korban kekerasan fisik (kurang pengetahuan, mental yg 
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lemah, dan sebagainya). Rincian dari tabel 2 tersebut adalah sebagai 
berikut : “Jumlah korban yang berumur pada kisaran 18 sampai 25 tahun, 
yaitu berjumlah 6 orang (75 %). Untuk yang berusia kisaran 26 sampai 30 
dan 31 sampai 35 tahun, masing-masing tercatat satu orang (12,5 %)”. 
Dari tabel yang menunjukkan data umur pelaku tersebut, tampak 
bahwa semakin tua seorang pembantu, maka akan semakin kecil pula 
kemungkinan dirinya untuk menjadi korban kekerasan fisik oleh 
majikannya. Hal ini dapat disebabkan oleh sudah matangnya 
pengetahuan, kestabilan sikap dan mental, telah banyak pengalaman 
dalam bekerja, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya, calon majikan 
kebanyakan yang memilih pembantu dengan usia muda. 
Dalam wawancara Penulis dengan Ibrahim, salah satu pengurus di 
LBH P2I Makassar pada tanggal 16 Juli 2012 Pukul 10.25, narasumber 
menerangkan bahwa : “Kebanyakan majikan di Makassar memilih untuk 
mempekerjakan pembantu rumah tangga dengan usia yang masih muda, 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : pembantu usia muda 
dianggap lebih giat, kuat untuk bekerja (usia produktif), lebih teliti dan 
rajin, serta lebih berpenampilan menarik.” 
 
4. Data Tingkat Pendidikan Korban 
Fenomena kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah 
tangga, berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan korban itu 
sendiri. Lalu bagaimana peranan tingkat pendidikan tersebut apabila 
dihubungkan dengan kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah 
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tangga yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Untuk lebih 
jelasnya, Penulis gambarkan pada tabel dibawah ini : 
Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Pembantu Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan 
Fisik Di Kota Makassar. 
Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 
Tidak Tamat SD 
Sekolah Dasar  
SMP 
SMA 
1 
5 
2 
0 
12,5 % 
62,5 % 
25 % 
0 % 
Jumlah 8 100 % 
Sumber Data : Kantor Polrestabes Makassar, Tahun 2012. 
Dalam tabel 3 tersebut, tampak bahwa korban kejahatan kekerasan 
fisik terhadap pembantu rumah tangga di Kota Makassar, yang paling 
banyak adalah mereka yang hanya sampai tamat Sekolah Dasar (SD). 
Dari jumlah total 8 (delapan) korban, terdapat 1 korban yang tidak tamat 
Sekolah Dasar, 5 korban yang tamat SD, 2 korban yang sampai pada 
Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tidak terdapat korban yang telah 
tamat pada Sekolah Menengah Atas (SMA). 
Menurut wawancara Penulis dengan Sulastri, salah satu pengurus 
di LBH APIK Makassar, pada tanggal 16 Juli 2012 Pukul 13.05, diperoleh 
informasi bahwa “Tingkat pendidikan yang rendah akan besar 
pengaruhnya terhadap pembawaan dan sikap atau perilaku seseorang 
sehari-hari. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang hanya tamatan 
SD tentu akan berbeda dengan seseorang yang tamat SMP, apalagi SMA, 
terutama mengenai masalah pengetahuan, keterampilan, tata karma, dan 
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kesopanan apabila dihubungkan dengan penimbulan korban kekerasan 
fisik terhadap pembantu rumah tangga”. 
 
5. Data Lamanya Korban Bekerja Di Rumah Majikan 
Lamanya seorang pembantu bekerja pada seorang majikan, harus 
diakui memang ikut mempengaruhi timbulnya kejahatan kekerasan fisik 
terhadap pembantu tersebut. Semakin lama seorang pembantu bekerja 
pada seorang majikan, maka akan semakin erat hubungan atau ikatan 
kekeluargaan yang terjalin, maka tentunya akan semakin kecil pula 
kemungkinan timbulnya perilaku-perilaku negatif dari kedua belah pihak, 
baik dari majikan maupun pembantu itu sendiri, walaupun tidak tertutup 
kemungkinan bahwa pembantu yang sudah lama bekerja pada 
majikannya juga dapat menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan 
oleh majikannya. Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan, diperoleh 
data yang kemudian Penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 4. Data Lamanya Pembantu Korban Kejahatan Kekerasan Fisik Di Kota Makassar 
Bekerja Pada Majikannya. 
Sudah Bekerja Selama Jumlah Presentase 
Kurang dari setahun 
1 Tahun atau Lebih 
2 Tahun atau Lebih 
4 
3 
1 
50 % 
37,5 % 
12,5 % 
Jumlah 8 100 % 
Sumber Data : Kantor Polrestabes Makassar, Tahun 2012. 
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Dalam tabel 4 tersebut, tampak dengan jelas bahwa dari 8 
(delapan) korban, yang paling banyak menjadi korban ialah pembantu 
yang baru bekerja pada majikannya selama kurang dari setahun yaitu 
sebanyak 4 (empat) korban, kemudian 3 (tiga) korban yang sudah bekerja 
selama 1 tahun atau lebih, dan 1 (satu) korban yang sudah bekerja pada 
majikannya selama 2 tahun atau lebih. 
Bripka Rahmatiah (anggota Panit I PPA Polrestabes Makassar) 
menerangkan : “Lamanya seorang pembantu bekerja pada seorang 
majikan, pasti memberi pengaruh pada pengetahuan pembantu itu sendiri. 
Misalnya mengenai apa yang disukai dan tidak disukai majikannya, apa 
yang harus dikerjakannya pada waktu-waktu tertentu, dan sebagainya”. 
 
B. Pembahasan 
1. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Kekerasan Fisik 
Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Wilayah Hukum 
Polrestabes Makassar 
Dalam menguraikan latar belakang penyebab timbulnya korban 
kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga, telah banyak 
sarjana hukum atau ahli kriminologi dan viktimologi yang mengemukakan 
bahwa kejahatan adalah hasil dari berbagai faktor, baik dari pihak pelaku 
maupun peranan korban yang untuk selanjutnya tidak bisa disusun 
menurut sesuatu ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, untuk 
mengungkapkan kelakuan kriminal dan penimbulan korban memang tidak 
ada teori ilmiahnya. 
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Berkaitan dengan uraian tersebut, maka perlu dilakukan 
penyelidikan atau penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang 
sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang 
menjadi korban kejahatan, dalam hal ini kejahatan kekerasan fisik 
terhadap pembantu rumah tangga khususnya yang terjadi di Kota 
Makassar. 
Dalam wawancara pada tanggal 18 Juli 2012 Pukul 10.15, Bripka 
Rahmatiah, membenarkan bahwa selain peranan dari pelaku, penyebab 
penimbulan korban kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah 
tangga di Kota Makassar juga terdapat peranan dari korban itu sendiri. 
Peranan-peranan dari korban tersebut antara lain : 
1. Ketidaktahuan atau ketidakterampilan; 
2. Kecerobohan; 
3. Mencuri barang (uang) majikan; 
4. Ketidaksopanan; dan 
5. Ketidakpatuhan. 
Kelima peranan korban dalam timbulnya kejahatan kekerasan fisik 
terhadap pembantu rumah tangga di Kota Makassar yang telah diuraikan 
di atas, akan Penulis jelaskan lebih lanjut di bawah ini : 
a. Ketidaktahuan atau ketidakterampilan 
Fakta menunjukan bahwa, pembantu rumah tangga 
(selanjutnya disebut PRT) yang memiliki pengetahuan atau 
keterampilan yang kurang, akan cenderung melakukan kesalahan, 
73 
baik kesalahan kecil maupun kesalahan yang dapat berakibat fatal. Hal 
inilah yang dapat mengakibatkan timbulnya amarah pada diri majikan 
dan berujung pada kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga 
tersebut. 
Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang sama 
sekali tidak disadari oleh PRT. Dengan kata lain, ia tidak mengetahui 
atau menyadari apakah tindakan tersebut benar atau salah. Hal ini 
disebabkan oleh kurangnya pembekalan ilmu pengetahuan karena 
rendahnya pendidikan si PRT tersebut. 
Dari hasil penelitian Penulis, data di Polrestabes Makassar 
menunjukkan bahwa dari total 8 (delapan) kasus, ada 2 (dua) kasus 
kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga yang didasari oleh 
faktor ketidaktahuan atau ketidakterampilan. 
Pertama, berdasarkan keterangan dari Brigpol Endang S. Kasir 
dalam wawancara tanggal 18 Juli 2012 Pukul 10.35, mengungkapkan 
bahwa kekerasan yang dialami oleh Rachmi (18 tahun), terjadi ketika 
korban disuruh mencuci pakaian. Pada saat mencuci pakaian, korban 
menuang cairan pemutih ke dalam rendaman pakaian hingga merusak 
warna pakaian. Begitu melihat pakaian tersebut, majikannya 
Nursaman (32 tahun) kesal dan memukul korban kemudian perbuatan 
tersebut diikuti oleh anaknya Irma (19 tahun). 
Kedua, dari hasil wawancara pada tanggal 23 Juli 2012 dengan 
Nurlela (22 tahun), salah seorang PRT yang menjadi korban yang 
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beralamat di Nusa Tamalanrea Indah Blok GC nomor 9, memberikan 
keterangan bahwa ia dipukul oleh anak majikannya karena pada saat 
disuruh mencuci mobil, korban langsung mengelap dengan cairan 
sabun tanpa menyiram body mobil terlebih dahulu sehingga 
mengakibatkan body mobil tergores. Setelah melihat kondisi mobil, 
anak majikannya tersebut naik pitam dan langsung memukul korban 
sampai korban mengalami luka memar. 
b. Kecerobohan 
Kecerobohan yang dilakukan oleh PRT juga merupakan faktor 
penyebab terjadinya kekerasan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, 
yang dimaksud dengan ceroboh adalah tidak senonoh atau sembrono. 
Jadi, kecerobohan PRT dapat diartikan bahwa ia sembrono dalam 
melakukan pekerjaannya. Bisa dikatakan bahwa PRT tersebut sudah 
sering mengerjakan pekerjaan tersebut tetapi ia melakukan kesalahan 
yang bisa disebabkan karena terburu-buru, kurang hati-hati atau 
kurang teliti. 
Sama halnya dengan peranan korban yang sebelumnya yaitu 
ketidaktahuan atau ketidakterampilan, dari hasil penelitian Penulis, 
data di Polrestabes Makassar juga menunjukkan bahwa ada 2 (dua) 
kasus dari total 8 (delapan) kasus kekerasan fisik terhadap pembantu 
rumah tangga yang didasari oleh kecerobohan PRT itu sendiri. 
Brigpol Endang S. Kasir dalam wawancara tanggal 18 Juli 2012 
Pukul 10.35, menjelaskan kasus yang menimpa Karnia Sajidia (27 
75 
tahun). Kasus yang terjadi pada tahun 2009 ini, disebabkan 
kecerobohan pembantu tersebut pada saat sedang menyapu. Ia 
menyenggol guci majikannya hingga pecah yang menyebabkan 
majikannya marah dan memukulnya. Lebih lanjut Brigpol Endang 
menjelaskan bahwa dari keterangan majikan korban, Karnia ini sudah 
banyak melakukan kecerobohan lainnya seperti memecahkan piring 
dan gelas pada saat dicuci, dan sebagainya. 
Kasus berikutnya yang sehubungan dengan kecerobohan PRT, 
juga diceritakan oleh Brigpol Endang, menimpa Irawati (21 Tahun). 
“Pada tanggal 27 Februari 2011, majikannya menyuruh korban untuk 
menyetrika baju. Belum selesai dengan pekerjaannya, majikan korban 
menyuruhnya lagi untuk membereskan mainan anaknya yang 
berserakan di lantai. Bukannya menyimpan setrika di tempat yang 
aman, Irawati malah meninggalkan setrika begitu saja. Hal tersebut 
menyebabkan baju yang tadinya sedang disetrika korban hangus dan 
rusak. Majikan yang emosi langsung memukul korban dengan sapu di 
bagian paha hingga memar.” 
c. Mencuri barang (uang) majikan 
Peranan korban pada bagian ini, Penulis kategorikan kesalahan 
sepenuhnya ada pada korban, meskipun peranan majikan sebagai 
pelaku kejahatan kekerasan juga tampak dengan sangat jelas, tetapi 
juga dapat dipahami bahwa majikan bisa saja tidak melakukan 
tindakan kekerasan jika saja korban tidak melakukan pencurian. 
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Dalam wawancara tanggal 18 Juli 2012 dengan Aiptu Yuliman 
yang kebetulan menangani kasus kekerasan yang dialami oleh 
Rismawati (23 tahun). Penulis memperoleh informasi bahwa korban di 
pukul oleh majikannya, Muh. Ramadhan (37 tahun) karena korban 
ketahuan mencuri uang sejumlah Rp. 800.000,- milik majikannya 
tersebut. 
Kekerasan yang terjadi dalam kasus ini, merupakan luapan dari 
emosi sang majikan yang merasa dikhianati. Setiap orang yang 
kecurian pasti merasa kesal dan marah, apalagi jika yang mencuri itu 
adalah orang yang sengaja dibayar untuk bekerja di rumah kita sendiri. 
Lebih lanjut, Aiptu Yuliman menerangkan : “Dalam penyelesaian kasus 
ini, kami (pihak kepolisian) hanya melakukan upaya mediasi antara 
korban dan majikannya itu. Kasus ini selesai dengan berdamainya 
kedua pihak dan dikembalikannya uang majikan tersebut oleh korban 
sesuai dengan jumlah yang diambilnya, mengenai apakah korban 
masih tetap bekerja di rumah majikannya, sudah di luar wewenang 
kami” 
d. Ketidaksopanan 
Ketidaksopanan juga merupakan salah satu peranan korban 
dalam terjadinya kekerasan terhadap PRT. Kondisi semacam ini tidak 
sedikit yang memicu kemarahan majikan, terlebih bagi majikan yang 
memiliki sifat arogansi karena menganggap PRT adalah seseorang 
yang dibayarnya bukan hanya untuk melakukan pekerjaan rumah 
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tangga, tetapi juga untuk hormat dan tunduk sepenuhnya kepada 
majikannya. Ketidaksopanan PRT dapat dibagi dalam beberapa hal, 
antara lain ketidaksopanan dalam bertingkah laku, ketidaksopanan 
dalam bertutur kata, dan ketidaksopanan dalam hal berpakaian. 
Kasus pada tahun 2006 yang diceritakan oleh Bripka Rahmatiah 
dalam wawancara pada tanggal 18 Juli 2012, berkaitan dengan 
ketidaksopanan PRT dalam hal berpakaian. Kekerasan terhadap 
Sunaryah (21 tahun) terjadi karena awalnya korban hendak dilecehkan 
secara seksual oleh majikannya Pi Oseng (49 tahun). Korban ditampar 
dan dipukuli oleh majikannya tersebut karena ia berontak dan berteriak 
pada saat Pi Oseng hendak melecehkannya. 
Kepada polisi, pelaku memberikan keterangan bahwa 
pembantunya tersebut memang sering menggunakan pakaian yang 
kurang sopan (agak terbuka) sehingga memancing pelaku untuk 
berbuat tidak sopan pula. Inilah yang kemudian Penulis simpulkan 
sebagai peranan korban dalam kekerasan tersebut. 
e. Ketidakpatuhan 
Ketidakpatuhan ini sangat mudah dipahami sebagai salah satu 
peranan korban dalam terjadinya kekerasan terhadap PRT. Sama 
seperti peranan PRT dalam hal ketidaksopanan yang telah Penulis 
paparkan di atas, Ketidakpatuhan PRT tidak sedikit juga yang memicu 
kemarahan majikan. Hal ini juga karena majikan kebanyakan majikan 
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menganggap PRT dibayarnya untuk sepenuhnya patuh pada setiap 
perintah yang diberikan oleh majikannya. 
Dua kasus mengenai ketidakpatuhan ini, diperoleh Penulis dari 
keterangan yang diberikan oleh Aiptu Yuliman. Pertama, kekerasan 
yang menimpa Rika (23 tahun). Peristiwa bermula ketika korban 
sedang mencuci pakaian. Majikannya, Dina (32 tahun) menyuruhnya 
ke toko obat. Bukannya mengikuti perintah majikan, korban malah 
melanjutkan mencuci pakaian sambil mengomel. Hal inilah yang 
memancing amarah sang majikan yang kemudian mengambil sapu lalu 
memukul korban. Kepada polisi, pelaku memberikan penjelasan 
bahwa ia memberikan perintah lain karena kebutuhan yang mendesak, 
tetapi korban malah tidak patuh dan mengomel. 
Kasus kedua, berawal pada saat korban (Fitriani, 35 tahun) 
disuruh oleh majikannya (Mila, 41 tahun) untuk menjaga anak 
majikannya yang masih berumur 5 tahun. Korban lalu mengiyakan 
untuk menjaga anak majikannya tersebut. Setibanya di rumah, Mila 
terkejut melihat korban yang bukannya menjaga anak, tetapi malah 
tidur di kamarnya, sedangkan anaknya tidak berada di rumah. Majikan 
tersebut kemudian marah besar dan menyiram korban dengan air lalu 
memukulnya dengan sapu. Setelah itu, menyuruh korban mencari 
anaknya. Korban langsung melapor ke polisi setelah menemukan anak 
tersebut bermain di rumah tetangga majikannya. 
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2. Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan kekerasan fisik terhadap 
pembantu rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes Makassar 
Kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga yang 
dilakukan oleh majikan, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi 
untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan 
usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya 
anggota Kepolisian Resor Kota Besar dan usaha dari lembaga non-
pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga yang membidangi masalah 
perempuan di Kota Makassar yaitu LBH P2I dan LBH APIK Makassar 
dalam menanggulangi kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu 
rumah tangga, khususnya yang terjadi di Kota Makassar. 
Dari hasil penelitian, Penulis menemukan bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah 
tangga di wilayah hukum Polrestabes Makassar, apabila dikaji secara 
viktimologis atau dengan kata lain dihubungkan dengan peranan korban, 
maka upaya yang dapat dilakukan yaitu hanya upaya pre-emtif. 
Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emtif adalah suatu 
tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan sebelum 
terjadinya suatu kejahatan. Tindakan ini lebih baik dari pada represif, 
karena tindakan ini memungkinan untuk tidak timbulnya kejahatan terlebih 
dahulu. Dalam upaya pre-emtif, yang dicegah adalah niat dari si pelaku. 
Tindakan pre-emtif ini, selain dilakukan oleh oleh aparat Polrestabes 
sendiri, juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama, organisasi 
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kepemudaan dan lembaga-lembaga yang membidangi masalah 
perempuan di Kota Makassar. 
Briptu Wahyu (Anggota Unit Lindung PPA Polrestabes Makassar), 
dalam wawancara tanggal 24 Juli 2012, memberikan keterangan bahwa : 
“Upaya yang dilakukan oleh kepolisian biasanya berupa sosialisasi 
dengan memberikan saran atau masukan kepada kedua pihak, baik PRT 
maupun majikan untuk menghindari terjadinya kekerasan, terkhusus 
kekerasan fisik”. 
Upaya yang dilakukan oleh LBH APIK Makassar yang diperoleh 
Penulis dari keterangan Sulastri (salah satu anggota LBH APIK Makassar) 
Dalam wawancara tanggal 23 Juli 2012, yaitu melakukan sosialisasi guna 
meningkatkan pemahaman mengenai KDRT kepada masyarakat luas 
dengan cara : Penyampaian langsung secara lisan; melalui Radio SP FM 
Makassar; membagi-bagikan bacaan dan selebaran; serta melakukan 
kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang yang sama juga 
dengan kepolisian dan lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja 
perempuan. Lebih lanjut, Sulastri menerangkan : “Sosialisasi melalui 
media radio, saat ini sudah tidak dilakukan lagi. LBH APIK Makassar 
menggunakan radio sebagai media sosialisasi hanya dari tahun 2008-
2011”. 
Sementara, hasil wawancara dengan Ibrahim dari LBH-P2I 
Makassar pada tanggal 24 Juli 2012, juga tidak jauh berbeda dengan 
keterangan sebelumnya. Ibrahim menjelaskan : 
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“Sebenarnya upaya yang kami lakukan dalam menanggulangi 
kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu ini, yaitu dengan 
sosialisasi atau melakukan pendekatan terhadap majikan-majikan 
dengan memberi pengetahuan hukum mengenai KDRT, jenis-jenis 
KDRT dan ruang lingkup keluarga agar majikan tersebut tahu 
bahwa melakukan kekerasan terhadap PRT juga merupakan 
KDRT. Tetapi sehubungan dengan peranan korbannya, upaya 
yang kami lakukan adalah melaksanakan kerjasama dengan 
lembaga penyalur pembantu rumah tangga.” 
Berdasarkan hasil penelitian, data serta informasi yang 
dikumpulkan, Penulis menarik kesimpulan bahwa upaya yang dapat 
dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan fisik terhadap 
pembantu rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes Makassar, yaitu 
upaya pre-emtif yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan sebagai 
berikut: 
a. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya 
melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu 
kejahatan termasuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT); 
b. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai KDRT; 
c. Memberikan bimbingan, ceramah-ceramah agama dan penyuluhan 
untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua 
lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas; dan 
d. Menjalin koordinasi dengan lembaga-lembaga perlindungan 
perempuan dan lembaga penyalur PRT, baik dalam hal advokasi 
atau pelayanan hukum, dan pelatihan-pelatihan keterampilan atau 
bimbingan hukum mengenai KDRT. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari 
permasalahan yang telah dirumuskan pada bab terdahulu, kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh Penulis, adalah sebagai berikut : 
1. Peranan korban terhadap terjadinya kejahatan kekerasan fisik 
terhadap pembantu rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes 
Makassar, antara lain karena ketidaktahuan atau ketidakterampilan, 
kecerobohan, Mencuri barang (uang) majikan, ketidaksopanan dan 
ketidakpatuhan. 
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi 
kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga di 
wilayah hukum Polrestabes Makassar, dapat ditempuh dengan 
upaya pre-emtif, yang diwujudkan melalui tindakan : 
a. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar 
secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila 
terjadi suatu kejahatan termasuk kejahatan kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT); 
b. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai KDRT; 
c. Memberikan bimbingan, ceramah-ceramah agama dan 
penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum 
83 
kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas; 
dan 
d. Menjalin koordinasi dengan lembaga-lembaga perlindungan 
perempuan dan lembaga penyalur PRT, baik dalam hal 
advokasi atau pelayanan hukum, dan pelatihan-pelatihan 
keterampilan atau bimbingan hukum mengenai KDRT. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan di atas, 
maka untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga di wilayah 
hukum Polrestabes Makassar, maka Penulis mengajukan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan agar semua pihak yang terkait, baik Kepolisian, 
lembaga-lembaga bantuan hukum, sampai pihak pemerintah serta 
masyarakat agar terus meningkatkan kerjasama secara terpadu 
dalam menanggulangi terjadinya KDRT, khususnya kejahatan 
kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga. 
2. Hendaknya pemerintah bekerja sama dengan Kepolisian, lembaga-
lembaga bantuan hukum serta organisasi yang ada dalam 
masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan 
pengetahuan tentang hukum melalui bimbingan atau penyuluhan-
penyuluhan terhadap masyarakat dengan penyampaian secara 
visual dan bahasa yang mudah dimengerti serta meningkatkan 
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kegiatan-kegiatan keagamaan, sebab dengan adanya keimanan 
yang kuat dalam diri setiap individu masyarakat, maka kejahatan 
akan berkurang dengan sendirinya karena mereka akan sadar 
bahwa perbuatan jahat itu, di samping melanggar hukum, juga 
melanggar norma-norma agama dan norma-norma yang hidup 
dalam masyarakat. 
3. Diperlukan lebih banyak lembaga penyalur PRT di Kota Makassar 
yang sekiranya bisa meningkatan atau membekali kemampuan, 
sikap mental dan keterampilan serta pengetahuan PRT baik 
pengetahuan di bidang pekerjaannya, pengetahuan umum, sampai 
pengetahuan tentang hukum sebelum mereka bekerja di rumah 
majikannya masing-masing. 
Saran yang Penulis paparkan di atas, semoga bisa menjadi 
masukan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum, khususnya 
dalam hal kejahatan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga di 
wilayah hukum Polrestabes Makassar pada khususnya dan seluruh 
Indonesia pada umumnya. 
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